
BUPATI JEPARA 

PERATURAN BUPATT JEPARA 
NOMOR 49 TAHUN 211 

TENTANG 

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL 
RADIO KARTINI FM JEPARA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATT JEPARA 

Menimbang : a. bahwa penyelenggaran penyiaran adalah sarana yang 
sangat penting dalam komunikasi masyarakat yang befungsi 
sebagai media pendidikan hiburan dan informasi yang 
berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta 
pengawasan sosial bagi masyarakat luas, yang mererlukan 
ad=rya_ eeimps@"  torrasi  an  omuniasi denga 
melalui lembaga perryiaran di Kabupaten Jepara, 

b bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran dan Peraturan pemerintah Nomor 11 
Tahun 2005 tentang peryelenggaraan Penyiaran Publik. 
eberadaan dan pengelolaan Radio Kartini FM Kabupaten 
Jepara harus berbadan hukum, maka perlu dibentu 
Lembaga Penyiaran Publik Lokal 

c. bahwa berdasarkan pertirbangan sebagaimana dimaksud 
dal m huruf a,hurut b, dan huruf c. maka perlu menetaplan 
Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran 
Publ.k Lokal Radio Karimi FM Kabupaten Jepara. 

1. Lndang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor tahun 1974 tentang okok-pokKok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok 
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 
169.Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) 

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran 
(Lembaga Negara Republx Indonesia Tahun 2002 Nomor 
139,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4225) 

3. Undang-Undang Nomar 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendanaraan Negara (Lerbaga Negara Republk 



indres$ Tau 24 Nomor 86.Tgmbaan Letran 
Negara Repubii Innes Norar 440) 

4 unang-Unarg Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemenntanan Daerat (Lemzaan Negara Repubbk Indonesia 
Tanun 204 Nemer 125 Tambatan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nmgr 4437) sebagairana telah 
beberapa kalt diupan teraihir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pertubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lerbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 59.Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norr 4844) 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan 
Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126.Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indoresia Nomor 4438 ; 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 
Pembentukn Perarturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang 
"eyelnggaraan Penyieran (Lembaran Negara Republk 
Indonesia Tahun 2005 No 28.Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4485; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165.Tanbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4594); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang 
Pembagian urusan Pererintahan antara Pemerintah 
Pemerintah Daerah povnsi dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nmot 87,Tambahan Lembaran Negara 
Republk Indonesia Nomor 4737) 

10.Persturan Presiden Nomer 1 tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangar dan Penyebarluasan Peraturan 
Perundang-undangan 

MEMUTUSKAN. 

PERATURAN BUPATT TENTANG PEMBENTUKAN 
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KARTINI FM 
JEPARA 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 

Dalamn Peraturan Bupati ini yang diraksud engan 

Pemerintah Daerah adalah Pemenitat Kabupaten Jepara 



uat Jepaa 

Peyran Pubi Loia ygseianutrya dsngiat LPPL aa/at 

peyaran yang terbetui baan tulur yang didiin iet 
rah reryeiegaraa iegata penyiaran radio bers fat 

edent netrai. tdai ibrersd a befugsi membenkan layanan 
untuiiepetgan masyaraiat yang saranrya berjaningan dergan Radio 
Repubi Indonesia(RRI) untuk rad an Televisi Republii Indonesia 
(TVRI) untuk Televisi 

4 Dewan Pengawas adalah Organ Lebaga Penyiaran Pubk yang 
bertungsi mewaiil masyarakat Pererintah dan unsur Lernbaga 
Penyiaran Publk yang merjalankan tugas pengawasan untu menoapai 
tujuan Lembaga Penyiaran Pubike 

5. Direisi adalah unsur pirpinan Lerbaga Penyiaran Publik yang 
berwenang dan bertangguang jawat atas pengelolaan Lembaga 
Penyiaran Publik, 

6. Komisi Penyiaran Indonesia yang selanjutnya disingkat KP] adalah 
lembaga Negara yang bersifat independent yang ada di pusat sebagai 
wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan 

wewenangnya diatur dalamn Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang penyiaran, 

7. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut KPID 
adalah lembaga Negara bersifat independen.yang ada di daerah sebagai 
wujud peran serta masyarakat dibidang penyiaran yang tugas dan 

wewenangrya diatur dal m Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 
tentang Penyiaran 

BAB l 
BENTUK DAN NAMA LEMBAGA PENYIARAN 

PASAL 2 

1)LPL jasa peryiaran berbentuk baden hukum 

2LPL sebagaimane dimnaksud pada ayat (1) bernama Radio Kartni FM 
Jepara 

BAB Il 

ALAT KELENGKAPAN 

Pasal 3 

1) Sebagai slat kelengkapan LPPL Radio Kart.ni FM Jepara dibentuk Dewan 

Pengawas dan Dewan Direksi. 

2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD 

3) Direksi diangkat oleh Dewan Pengawas 

Bagian Kesatu 
Dewan Pengawas 

Pasal 4 

Dewan Pengawas meridiki kewenangan sebagai berikut: 

a Memith dan mengangkat Dewan Direksi dengan jumlah sesuai dengan 
kebututan dar • 



- ----- ......... - - -  -  -  �  - - ~ ~  

FM JALA 

e Peawas meridild tuasews,ta 

Meua pegawasa tea «ea Dewan Dreksi 

t Melikuian pengawasan peyaara RRad Kart» FM Jepara agar teta, 
eronentas pada «epentgan ptoi 

t Menampung aspiasi kniti an ielutan rasyarakat untuk disarpakan 
kepada Dewan Deis an 

d Meminta dan menerima rasukan saran atau pendapat publik megenai 
saran/ acara Radio Kartri FM Jepara 

Pasal 

Untui dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat 
sebagai berikut 

a Warga Negara Rl yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945; 

c. Berpendidikan minimal sarjana srata 1(S 1) atau memiliki kompetesi yang 
setara; 

d. Sehat jasmani dan rohani; 

e. Berkelakuan baik 

f Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi; 

g. Tidak sebagai anggota/ pengurus partai politik atau tidak sedang menjabat 
sebagai anggota legislatif atau yudikatif; 

h. Mermiliki pengalaman dbidang penyiaran; dan 

i TiHak merrilki ikatan dengan lembaga peryiaran lain. 

BAB V 
DEWAN DIREKSI 

Pasal 7 

Dewan Direksi memilk kewenangan sebagai beriiut 

a Melaksanakan program urum dari Dewan Pengawas selama (5) limn 
tahun; 

b. Menganglat dan memberhentian karyawan Radio Kartini FM Jepara 

c. Menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan Radio kartini FM 
Jepara; dan 

d. Menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk kemajuan Radio Kartini FM 
Jepara sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. 

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai beriut: 

a Melaksanakan penyiaran sesuai Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar 
program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia; 



egeaargan sen a uya asyaraiat/ khaiya di 

Jeana an 

runakas yang setat atar masyara.at 

Pasal S 

Untuk dapat iiih sebagar angota Dewan Direisi harus memilk persyaratan 
seaa berkut 

a Warga Negara Rl yang bertaaa «epaa Tutan Yang Maha Esa 

b Seta kepada Pancasla dan UUD Tahun 1945 

¢ Berpendidkan minimal sarana strata 1 (S 1) atau memilki kompetensi 
yang setara; 

d. Sehat jasmani dan rohani; 

e. Merilii kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan bak; 

f Memiadd korpetersi dan pengalaman di bidang penyiaran; 

g Bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan dan 

h. Tdak memiliki ikatan dengan lembaga peryiaran lain. 

Pasal 10 

Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Bupati dan DPRD 
Kabupaten Jepara seCara berkala. 

BAB V 
SUMBER DANA 

Pasal 11 

Untuk kepertuan pembiayaan operasional, sumber dana LPL Radio Kartini FM 
Jepara berasal dari 

8. APBD; 

b. luran penyiaran; 

c. Sumbangan masyarakat; 

d. Siran iklan; atau 

e. Sumber dana lain yang sah dan tidak rengiat. 

BAB VII 
PERATURAN PERALIHAN 

Pasal 12 

Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direisi akan dtetapkan paling lambat 
6tenam) bulan setelat diundangiannya Peraturan Bupati ini, 



BAE 
±±NAN PEN 

agar setap 0rag meretahuya mementarpengundagan Peraturan 
Bupat ii dengan peneratanrya d aa m  Bena  Da  ma#apupate Jepara 

Detapian di Jepara 
Pada tangal S Deggber 20u 

BUPAT JEPARA. 7 

2, _ 

HENDRO MARTOJO 

Diundagian di Jepara 

Paa tanggai 8 Deuober A0 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA 

2. 
BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2011 NOMOR 324 

• 


